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No. Uraian Ketentuan Sebelumnya Penyempurnaan

1. Dasar
Pengaturan.

a. Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik
Indonesia selaku Ketua Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro,Kecil dan Menengah Nomor
11 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

b. Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan
menteri Koordinator bidang
Perekonomian Selaku Ketua Komite
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Nomor
11 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat.

c. Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan menteri Koordinator
bidang Perekonomian Selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat.

d. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
180/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi
Margin Untuk Kredit Usaha
Rakyat.

1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

1.2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
1.3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah;
1.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
1.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan;
1.6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
1.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
1.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar

Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang
Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

1.9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

1.10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 105 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;

1.11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit Usaha Rakyat;

1.12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu;

1.13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik IndonesiaNomor 1 Tahun
2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

1.14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik IndonesiaNomor 1 Tahun
2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

1.15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik IndonesiaNomor 2 Tahun
2023 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019;

1.16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik IndonesiaNomor 3 Tahun
2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;

1.17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen
Risiko Bagi Bank Umum;

1.18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
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e. Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Koordinator bidang
Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat.

f. Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

g. Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat

1.19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

1.20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Keuangan Mikro;

1.21. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 39/KEP.DIR/2021 tentang Bisnis Proses, Limit
Kewenangan dan Prosedur Keputusan Kredit;

1.22. Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 79/KEP.DIR/RKP/2022 Scoring dan Rating Risiko
Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

2. Pengertian. • KUR Mikro adalah kredit dengan
skema KUR yang diberikan kepada
pelaku usaha mikro dengan plafon di
atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) sampai dengan Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

• KUR Kecil adalah Kredit dengan
skema KUR yang diberikan kepada
pelaku usaha kecil dan menengah
dengan plafon diatas Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

• Kredit Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) adalah Kredit
dengan skema KUR yang diberikan
kepada calon pekerja migran
Indonesia yang akan bekerja diluar
negeri dan atau calon peserta
magang diluar negeri dengan plafon

2.1. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional yang
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang jasa keuangan.

2.2. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari
Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.

2.3. Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada lembaga Linkage untuk
diteruspinjamkan kepada UMKM. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari
Lembaga Linkage selaku penerima KUR.

2.4. Pola Channeling adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM melalui
Lembaga Linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKM selaku
penerima KUR.

2.5. Badan Usaha Berbadan Hukum adalah Badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan
pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha.

2.6. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum adalah Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah
badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi
pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha.

2.7. Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM
adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha
dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala
mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.



sampai dengan Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

• Sektor Produksi adalah kegiatan
ekonomi yang menghasilkan barang
dan/atau jasa diluar sektor
Perdagangan, antara lain seperti :
➢ Sektor Pertanian, perburuan

dan kehutanan;
➢ Sektor kelautan dan perikanan;
➢ Sektor industri pengolahan;
➢ Sektor konstruksi;
➢ Sektor pertambangan garam

rakyat;
➢ Sektor pariwisata;
➢ Sektor jasa produksi.

• Usaha yang layak dibiayai adalah
usaha yang sedang tidak menerima
kredit dari Bank namun memerlukan
kredit untuk pengembangan usaha.

• Tanggung Renteng adalah tanggung
jawab para debitur baik bersama-
sama, perseorangan maupun khusus
salah satu seorang diantara mereka
untuk menanggung pembayaran
seluruh utang, pembayaran salah
seorang debitur.

• Rencana Definitif kebutuhan
kelompok adalah rencana kebutuhan
suatu sarana produksi untuk satu
musim/siklus usaha yang disusun
berdasarkan musyawarah anggota
kelompok.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah
bukti registrasi/pendaftaran pelaku
usaha untuk melakukan kegiatan usaha
dan sebagai identitas bagi pelaku usaha
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

2.8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perizinan, pengaturan, dan
pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2.9. PP adalah Petugas Pemasar.
2.10. SK adalah Staf Koordinator.
2.11. KP adalah Koordinator Pemasar.
2.12. Alternate adalah pengganti yang ditunjuk melaksanakan tugas/pekerjaan disebabkan

petugas/pejabat kredit yang seharusnya tidak hadir karena sesuatu hal dan tidak dapat
melaksanakan tugas sebagai mestinya.

2.13. Accesoir adalah Perjanjian atau pengikatan yang selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Sebagai
contoh adalah perjanjian atau pengikatan jaminan/agunan yang tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit/PK).

2.14. SPPK adalah suatu surat/dokumen Pemberitahuan kepada debitur yang berisi keputusan
pemberian kredit yang telah disetujui oleh Pemutus Kredit.

2.15. CEF adalah faktor pengali dari pada nilai taksasi atas jaminan tambahan atau agunan yang
ditetapkan Bank untuk digunakan dalam menghitung nilai agunan yang diserahkan debitur.
Besarnya faktor pengali ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu,
antara lain didasarkan pada bukti kepemilikan, penguasaan dan pengawasan serta penilaian
marketabilitas atas agunan yang bersangkutan.

2.16. Fidusia/Fiduciare (FEO) adalah Perjanjian yang dibuat antara si pemberi utang (kreditur) dengan
si pembuat utang (debitur) yang menyatakan bahwa pihak debitur mengalihkan/memberikan
hak kepemilikannya atas barang-barang atau benda-benda bergerak tertentu yang diperjanjikan
kepada pihak kreditur, namun penguasaan atas barang-barang tersebut tetap
dipegang/dilaksanakan oleh pihak debitur.

2.17. Perangkat Analisa Kredit adalah suatu kumpulan/perangkat yang berisi berbagai macam
formulir/laporan mengenai nasabah dalam rangka melakukan analisa kredit dan persetujuan
pemberian kredit.

2.18. Checklist adalah Suatu daftar yang dibuat oleh petugas/pejabat kredit dan berisi mengenai
sesuatu hal (misal data/informasi yang diperlukan) yang harus diperiksa apakah sudah dimiliki
atau dilengkapi oleh yang bersangkutan.

2.19. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur berdasarkan
kesepakatan bersama mengenai pemberian fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur.

3. Kriteria
Penerima KUR

a. Usaha mikro, kecil dan menengah;
b. Usaha mikro, kecil dan menengah

dari anggota keluarga dari
karyawan/karyawati yang
berpenghasilan tetap atau bekerja

Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang
menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan
pendapatan bagi pelaku usaha, antara lain :

4.1. Usaha mikro, kecil, dan menengah;



sebagai pekerja Migran Indonesia;
c. Usaha mikro, kecil dan menengah

dari Pekerja Migran Indonesia yang
pernah bekerja diluar negeri;

d. Usaha mikro, kecil dan menengah
pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau yang telah memasuki
masa
persiapan pensiun;

e. Usaha mikro, kecil dan menengah
bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

f. Kelompok Usaha mikro, kecil dan
menengah yang meliputi :
1) Kelompok usaha; atau
2) Gabungan Kelompok Tani dan

Nelayan (Gapoktan);
g. Usaha mikro, kecil dan menengah

dari pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja;

h. Usaha mikro, kecil dan menengah
dari ibu rumah tangga.

4.2. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang
berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

4.3. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar
negeri;

4.4. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
4.5. Usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
4.6. Usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi Kelompok Usaha atau Gabungan

Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan).
4.7.1. Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha diatas terdiri dari:

4.7.1.1. Anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
4.7.1.2. Anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi

pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
4.7.2. Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada angka 4.7.1.2, tidak

lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak.
4.7.3. Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha terdiri atas :

4.7.3.1. Dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
4.7.3.2. Dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
4.7.3.3. Memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang

diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
4.7.3.4. Kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
4.7.3.5. Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha

dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan
oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;

4.7.3.6. Perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok
Usaha dengan Penyalur KUR;

4.7.3.7. Apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan
membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan
kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari
sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme tanggung renteng; dan/atau

4.7.3.8. Apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka
ketua Kelompok Usaha mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung
renteng antar anggota Kelompok Usaha.

4.8. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
4.9. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
4.10. Calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
4.11. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.



4. Persyaratan
Penerima KUR
Super Mikro

1) Warga Negara Indonesia;
2) Lama usaha calon penerima KUR

Super Mikro tidak dibatasi dengan
total akumulasi plafon KUR Super
Mikro. Lama usaha dapat kurang dari
6 (enam) bulan atau usaha baru
dengan persyaratan :
- Mengikuti program

pendampingan; atau
- Mengikuti pelatihan

kewirausahaan/pelatihan lainnya
(melampirkan Sertifikat/bukti
yang dapat dipersamakan dari
lembaga penyelenggara
pelatihan); atau

- Tergabung dalam suatu kelompok
usaha; atau

- Memiliki anggota keluarga yang
telah memiliki usaha produktif
dan layak.

3) Bagi pegawai yang ter-PHK tidak
diwajibkan memiliki usaha minimal 3
bulan dengan pelatihan 3 bulan
sebagaimana diatur dalam
Permenko 8/2019, tetapi dapat
kurang dari 3 bulan atau usaha baru
dengan persyaratan sebagaimana
poin 2) di atas.

4) Belum pernah menerima KUR;
5) Calon Debitur KUR Super Mikro

dapat sedang menerima kredit
secara bersamaan dengan
kolektibilitas Lancar yaitu :
- KUR pada Penyalur KUR yang

sama (top-up/suplesi kredit);
- Kredit kepemilikan rumah;
- Kredit atau leasing kendaraan

bermotor roda dua untuk tujuan
produktif;

- Kredit dengan jaminan Surat
Keputusan Pensiun;

- Kartu kredit;

6.1.2.1. Warga Negara Indonesia;
6.1.2.2. Belum pernah menerima KUR;
6.1.2.3. Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha namun apabila kurang dari 6 (enam)

bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
6.1.2.3.1. Mengikuti pendampingan;
6.1.2.3.2. Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;
6.1.2.3.3. Tergabung dalam Kelompok Usaha;

• Dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
• Dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
• Memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang

diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
• Kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
• Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan

jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh
masing-masing anggota Kelompok Usaha;

• Perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok
Usaha dengan Penyalur KUR;

• Apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan
membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan
kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian
anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme
tanggung renteng; dan/atau

• Apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua
Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar
anggota Kelompok Usaha.

6.1.2.3.4. Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
6.1.2.4. Calon penerima KUR belum pernah menikmati kredit investasi/modal kerja komersial dan

kredit lainnya, kecuali :
6.1.2.4.1. Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
6.1.2.4.2. Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya;

dan/atau.
6.1.2.4.3. Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis

teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
6.1.2.5. Calon Debitur KUR Super Mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan

kolektibilitas Lancar dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR dan kemampuan
membayar calon Penerima KUR serta prinsip kehati-hatian Penyalur KUR yaitu :
6.1.2.5.1. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
6.1.2.5.2. Kredit Kepemilikan Rumah;
6.1.2.5.3. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuanproduktif;
6.1.2.5.4. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
6.1.2.5.5. Kartu Kredit;



- Kredit Resi Gudang; dan/atau
- Kredit konsumsi untuk keperluan

rumah tangga dari Bank maupun
Lembaga Keuangan Non Bank
sesuai dengan definisi pada
peraturan perundang-undangan.

6) Pemberian kredit secara bersamaan
sebagaimana dimaksud dilakukan
berdasarkan penilaian objektif
Penyalur KUR.

7) Pemberian kredit dapat dilakukan
bersamaan dengan didasarkan pada
kemampuan membayar calon
debitur KUR dan prinsip kehati-
hatian.

8) Dalam hal Calon Debitur masih
memiliki baki debet kredit produktif
dan kredit program diluar KUR yang
tercatat pada Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK), tetapi
yang bersangkutan sudah melunasi
pinjaman, maka diperlukan Surat
Keterangan Lunas/Roya dengan
lampiran cetakan rekening dari Bank
sebelumnya.

6.1.2.5.6. Kredit Resi Gudang; dan/atau
6.1.2.5.7. Kredit Konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga

Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
6.1.2.6. Memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW,

kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang
dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1.2.7. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas
berupa KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.

5. Persyaratan
Penerima KUR
Mikro

1. Warga Negara Indonesia/Badan
Usaha;

2. Memiliki usaha produktif yang
feasible dan belum atau telah
bankable yang telah berjalan
minimum 6 (enam) bulan;

3. Telah memiliki/tersedia modal
sendiri minimal 10% dari kebutuhan
modal kerja/ Investasi;

4. Calon debitur KUR Mikro dapat
sedang menerima kredit secara
bersamaan dengan kolektibilitas
Lancar yaitu :
- KUR pada Penyalur KUR yang

sama;
- Kredit kepemilikan rumah;
- Kredit atau leasing kendaraan

6.2.2.1. Warga Negara Indonesia;
6.2.2.2. Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 (enam)

bulan.
6.2.2.3. Telah memiliki/tersedia modal sendiri minimal 10% dari kebutuhan modal kerja/ Investasi.
6.2.2.4. Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan :

6.2.2.4.1. Dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
6.2.2.4.2. Dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
6.2.2.4.3. Memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang

diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
6.2.2.4.4. Kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
6.2.2.4.5. Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha

dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan
oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;

6.2.2.4.6. Perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok
Usaha dengan Penyalur KUR;

6.2.2.4.7. Apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan
membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan



bermotor roda dua untuk tujuan
produktif;

- Kredit dengan jaminan Surat
Keputusan Pensiun;

- Kartu kredit;
- Kredit Resi Gudang; dan/atau
- Kredit konsumsi untuk keperluan

rumah tangga dari Bank maupun
Lembaga Keuangan Non Bank
sesuai dengan definisi pada
peraturan perundang-undangan.

5. Pemberian kredit secara bersamaan
sebagaimana dimaksud dilakukan
berdasarkan penilaian objektif.

6. Pemberian kredit dapat dilakukan
bersamaan dengan didasarkan pada
kemampuan membayar calon
penerima KUR dan prinsip kehati-
hatian.

7. Dalam hal Calon Debitur masih
memiliki baki debet kredit produktif
dan kredit program diluar KUR yang
tercatat pada Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK), tetapi
yang bersangkutan sudah melunasi
pinjaman, maka diperlukan Surat
Keterangan Lunas/Roya dengan
lampiran cetakan rekening dari Bank
sebelumnya.

kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari
sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme tanggung renteng; dan/atau

6.2.2.4.8. Apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka
ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng
antar anggota Kelompok Usaha.

6.2.2.5. Calon penerima KUR Mikro belum pernah menikmati kredit investasi/modal kerja komersial,
kecuali :
6.2.2.5.1. Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
6.2.2.5.2. Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau.
6.2.2.5.3. Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi

informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
6.2.2.6. Calon Debitur KUR Mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan

kolektibilitas Lancar dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR dan kemampuan
membayar calon Penerima KUR serta prinsip kehati-hatian Penyalur KUR yaitu :
6.2.2.6.1. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
6.2.2.6.2. Kredit kepemilikan rumah;
6.2.2.6.3. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuanproduktif;
6.2.2.6.4. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
6.2.2.6.5. Kartu kredit;
6.2.2.6.6. Kredit Resi Gudang; dan/atau
6.2.2.6.7. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga

Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
6.2.2.7. Memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW,

kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang
dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.2.8. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas
berupa KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.

6.2.2.9. Calon Penerima KURMikro dengan plafon di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.

6.2.2.10. Dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Persyaratan
Penerima KUR
Kecil

1. Warga Negara Indonesia / Badan
Usaha;

2. Memiliki usaha produktif yang
feasible dan belum atau telah
bankable yang telah berjalan
minimum 6 (enam) bulan;

3. Telah memiliki/tersedia modal
sendiri minimal 10% dari kebutuhan
modal kerja/ Investasi.

6.3.2.1. Warga Negara Indonesia;
6.3.2.2. Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 (enam)

bulan.
6.3.2.3. Telah memiliki/tersedia modal sendiri minimal 10% dari kebutuhan modal kerja/ Investasi.
6.3.2.4. Calon Penerima KUR Kecil yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan :

6.3.2.4.1. Dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
6.3.2.4.2. Dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
6.3.2.4.3. Memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang

diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;



4. Calon debitur dapat sedang
menerima kredit yaitu KUR pada
Bank Kalsel, Kredit
konsumtif/multiguna, kredit
Pemilikan rumah, kredit/leasing
kendaraan bermotor, kartu kredit
dan kredit resi gudang dengan
kolektibilitas Lancar.

5. Dalam hal Calon Debitur masih
memiliki baki debet kredit produktif
dan kredit program diluar KUR yang
tercatat pada Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK), tetapi
yang bersangkutan sudah melunasi
pinjaman, maka diperlukan Surat
Keterangan Lunas/Roya dengan
lampiran cetakan rekening dari Bank
sebelumnya.

6.3.2.4.4. Kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
6.3.2.4.5. Pengajuan permohonan kredit/pembiayaanmelalui ketua Kelompok Usaha dengan

jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh
masing-masing anggota Kelompok Usaha;

6.3.2.4.6. Perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok
Usaha dengan Penyalur KUR;

6.3.2.4.7. Apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan
membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan
kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari
sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme tanggung renteng; dan/atau

6.3.2.4.8. Apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua
Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar
anggota Kelompok Usaha.

6.3.2.5. Calon penerima KUR Kecil belum pernah menikmati kredit investasi/modal kerja komersial,
kecuali :
6.3.2.5.1. Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
6.3.2.5.2. Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau.
6.3.2.5.3. Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi

informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
6.3.2.6. Calon Debitur KUR Kecil dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan

kolektibilitas Lancar dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR dan kemampuan
membayar calon Penerima KUR serta prinsip kehati-hatian Penyalur KUR yaitu :
6.3.2.6.1. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
6.3.2.6.2. Kredit kepemilikan rumah;
6.3.2.6.3. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuanproduktif;
6.3.2.6.4. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
6.3.2.6.5. Kartu kredit;
6.3.2.6.6. Kredit Resi Gudang; dan/atau
6.3.2.6.7. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga

Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
6.3.2.7. Memiliki NIB atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh RT/RW,

kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang
dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3.2.8. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas
berupa KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.

6.3.2.9. Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
6.3.2.10. Wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

7. Maksimum
KUR Mikro

1) Plafond Kredit KUR Mikro adalah
diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

6.2.4.1. Plafond Kredit KUR Mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta



juta rupiah) sampai dengan Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) Calon debitur KUR Mikro dapat
menerima maksimal Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
per musim tanam atau siklus
produksi;

3) Setiap Calon debitur diluar Sektor
Produksi hanya dapatmenerima KUR
Mikro dengan total akumulasi plafon
termasuk suplesi atau perpanjangan
maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) per debitur;

4) Calon debitur yang sedang
menikmati fasilitas KUR Mikro dapat
memperoleh tambahan kredit
dengan total outstanding pinjaman
sebesar Rp. 100.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Untuk skema kredit investasi

dengan kredit investasi dan
kredit modal kerja dengan kredit
modal kerja diijinkan;

b. Pemberian kredit investasi dan
kredit modal kerja dapat
dilakukan bersamaan dalam
KUR Mikro.

5) Calon debitur KUR Mikro menerima
KUR sesuai dengan jumlah yang
tercantum dalam akad.

rupiah);
6.2.4.2. Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh

tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
6.2.4.2.1. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi

dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja
diijinkan; dan

6.2.4.2.2. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja
dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.

6.2.4.3. Calon Penerima KUR Mikro dapat menerima KUR Mikro Sektor Produksi paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi yaitu
untuk sektor :
6.2.4.3.1. Sektor pertanian 1 (satu) musim tanam;
6.2.4.3.2. Sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak;
6.2.4.3.3. Sektor perikanan 1 (satu) musim budidaya dan/atau tangkap ikan; dan
6.2.4.3.4. Sektor Produksi lainnya sepanjang l (satu) siklus produksi sampai dengan

menghasilkan barang
dan/atau jasa.

6.2.4.4. Calon Penerima KUR Mikro di Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan dibatasi menerima KUR paling banyak 4 (empat) kali;

6.2.4.5. Calon Penerima KUR Mikro selain Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan
peternakan serta selain sektor Produksi dibatasi menerima KUR paling banyak 2 (dua) kali;

6.2.4.6. Penerima KUR Mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam perjanjian
kredit.

8. Suku Bunga
KUR Super
Mikro

6% Efektif per tahun 3% efektif per tahun

9. Suku Bunga
KUR Mikro

6% Efektif per tahun 6.2.8.1. Suku Bunga KUR Mikro :
6.2.8.1.1. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga

yang setara untuk calon debitur KUR Mikro pertama kali;
6.2.8.1.2. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga

yang setara untuk calon debitur KUR Mikro kedua kali;
6.2.8.1.3. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku

Bunga yang setara untuk calon debitur KUR Mikro ketiga kali;
6.2.8.1.4. Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku



Bunga yang setara untuk calon debitur KUR Mikro keempat kali.
6.2.8.2. Tingkat Suku Bunga diatas dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR.
6.2.8.3. Debitur yang telah menerima KUR lebih dari 1 (satu) kali sebelum peraturan ini, diperlakukan

sebagai penerima KUR mikro pertama kali.

10. Suku Bunga
KUR Kecil

6% Efektif per tahun 6.3.8.1. Suku Bunga KUR Kecil :
6.3.8.1.1. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku

Bunga yang setara untuk calon debitur KUR Kecil pertama kali;
6.3.8.1.2. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku

Bunga yang setara untuk calon debitur KUR Kecil kedua kali;
6.3.8.1.3. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku

Bunga yang setara untuk calon debitur KUR Kecil ketiga kali;
6.3.8.1.4. Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku

Bunga yang setara untuk calon debitur KUR Kecil keempat kali.
6.3.8.2. Tingkat Suku Bunga diatas dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR.
6.3.8.3. Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR super mikro dan KUR mikro untuk debitur

yang mengajukan KUR berulang dihitung melanjutkan skema KUR sebelumnya.
6.3.8.4. Debitur yang telah menerima KUR lebih dari 1 (satu) kali sebelum Peraturan ini,

diperlakukan sebagai penerima KUR kecil pertama kali.

11. Pengikatan
Agunan
Barang Tidak
Bergerak KUR
Kecil

Pengikatan agunan barang tidak
bergerak dilakukan melalui Hak
Tanggungan.

6.3.9.8. Pengikatan agunan barang tidak bergerak :
6.3.9.8.1. Plafond kredit diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui Surat KuasaMembebankan
Hak Tanggungan (SKMHT);

6.3.9.8.2. Plafond kredit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui
Hak Tanggungan;

12. Kewenangan
Memutus

a. Kepala Bag. Bisnis & Bag. Support :
Diatas 200 Juta s.d 500 Juta.

b. Analis Bisnis & Analis Support :
0 s.d 100 Juta.

c. Koordinator Pemasar sebagai Pemberi Rekomendasi.

13. Perangkat
Analisa Kredit No. Perangkat Analisa Kredit

1 Surat Tugas

2 Formulir Call Report (FCR)

3 Formulir Analisa Agunan (FAA)

4 Formulir Analisa Keuangan (FAK)

5 Memo Analisa dan Persetujuan Kredit

6 Scoring Kredit

7 Formulir Reanalisa Kredit

8 Memo Keputusan Kredit (MKK)



14. Analisa
Keuangan No. Jenis Kredit Analisa Laporan Keuangan Perhitungan Kebutuhan Kredit

1. KMK

s.d Rp 500 juta Neraca & R/L dengan data 1
periode/bulan terakhir.

Repayment Capacity.

2. Kredit Investasi

s.d Rp 100 juta Neraca & R/L dengan data 1
periode/bulan terakhir.

Repayment Capacity

> Rp. 100 juta Neraca & R/L dengan data 1
periode/bulan terakhir.

Metode Pay Back Period.

15. LOS - Loan Origination System (LOS) adalah sistem yang dikembangkan secara khusus untuk
memudahkan Bank mencapai SLA (Service Level Agreement) dalam mempercepat dan
mengefisienkan proses kredit. Tujuan penggunaan aplikasi Loan Origination System (LOS) bagi Divisi
UMK sendiri agar dapat memberikan kualitas layanan terbaik bagi debitur Bank Kalsel.

- Secara rinci Ketentuan/Peraturan Loan Origination System (LOS) diatur melalui edaran tersendiri di
luar Buku Pedoman ini.

16. Keputusan
Kredit

14.1. Persetujuan Kredit adalah pernyataan setuju bahwa kredit layak diberikan dan telah
dipertimbangkan sesuai dengan kriteria-kriteria :
14.1.1.  Kelayakan Usaha.
14.1.2.  Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit.
14.1.3.  Pembatasan-Pembatasan.
14.1.4.  Pengamanan Kredit.
14.1.5.  Kewenangan dalam Pemutusan Kredit.

14.2. Pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas kredit yang
direkomendasikan dan atau diputus sesuai limit kewenangan termasuk
penentuan/perubahan struktur kredit sebagaimana tersebut diatas dengan melakukan hal-
hal sebagai berikut :
14.2.1 Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum

perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
14.2.2 Memastikan pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan

pokok/pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank.
14.2.3 Memastikan pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif,

cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan
dengan pemohon kredit.

17. Persetujuan
Kredit.

15.1. Sebelum meneruskan proses persetujuan kredit kepada Divisi UMK maka Petugas Pemasar,
Staf Koordinator dan Koordinator Wajib melakukan pemeriksaan dokumen (identitas, agunan,
dan lainnya);
15.1.1.  Pemeriksaan usaha dan kemampuan pembayaran calon debitur;
15.1.2.  Pemeriksaan keabsahan Bukti Kepemilikan agunan untuk produk yang menggunakan

agunan;



15.1.3.  Evaluasi seluruh rincian data pengajuan kredit dan memberikan rekomendasi.
15.2. Petugas Pemasar, Staf Koodinator, dan Koordinator yang melakukan penyusunan dan

merekomendasikan proposal kredit, bertanggung jawab atas kelengkapan data, kebenaran
data, akurasi informasi, kualitas analisa dan usulan yang disampaikan.

15.3. Denganmenandatangani pengajuan kredit Petugas Pemasar, Staf Koodinator, dan Koordinator
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua informasi yang telah diverifikasi dan
tercantum di dokumen kredit beserta dengan kelengkapan dokumen;

15.4. Pejabat yang memiliki kewenangan memutus kredit wajib memberikan keputusan atas kredit
yang diajukan (setuju atau tidak) dan membubuhkan tanda tangan.

15.5. Masa berlaku persetujuan kredit adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal persetujuan.
15.6. Semua dokumen yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit wajib dilengkapi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
15.7. Laporan Penilaian Debitur dan Usaha wajib diisi secara lengkap tanpa kurang suatu apapun dan

diverifikasi dengan cara membubuhkan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.


